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IMPLIIiASI IKLAN YANG TIDAK BENAR DAN
TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP

TTMBULNYA SENGKETA KONSUMEI{

Ari Purwadi

Abstract

A good advertisement is an advertisement which can interest consumer to buy
any pgoduct promoted by producer. Trader of the advertising businesi
supewised by two sets of regulation, namely : self regulation, in ihe form of
ethics advertising business and law. Ethics advertiiing business demands
Jrgnesty in order to make the advertisement doesn't misl-ead and responsible.
untrue advertisement and doesn't give any responsibility can be-used by
consumer to suit while conslrmer inflected a financia! loss as the consequence
of consurne product or it can raise consumer problem

Abstrak

lklan yang baik adalah iklan yang dapat menarik calon konsumen untuk mernbeli
produk yang dipromosikan^oleh_produsen. Pelaku usaha periklanan diawasi oleh 2
per.ungk{ afuran yailu self regulation berupa etika bisnis periklanan dan perafir.ran

lrq,"" Etika bis-nis periklanan menuntut kejujuran agar iH6n tidak menyesitkan dan
berlanggunglawab. Iklan yang tidak benar aan lioat bertanggungjawab dalat dijadikan
dasar oleh konsumen unhrk mengajukan gugatan apabila -Fons[men 

airu'gitan atiuat
mengkonsumsi produk tersebut atau dapat menimbulkan sengketa konsum6n.

Kata kunci: Iklan, self regulation, etika bisnis periklanan,
sengketa konsumen.

1. Problematika

Di dalam dunia bisnis, persarngan itu trdak dapat dihindari,
karena hakekat praktek bisnis itu adalah "bersaing". persaingan
antarpelakuusaha terjadi karena produk salah satu pelaku usaha

Ari Punradi, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wryaya
Kusuma Surabaya
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akan bertemu dengan produk pelaku usaha yang larn di pasar.
Persaingan usaha ini bisa dalam bentuk harga maupun non harga.
Persaingan melalui harga dilakukan dengan upaya untuk mening-
katkan efisiensi agar biaya produksi dapat ditekan serendah mung-
kin, sehingga harga dapat bersaing di pasar. persaingan

dapat dilakukan diantaranya melalui iklan.r
Dalam bisnis yang sehat, praktek-praktek bisnis

julur (Unfair trade practice) sangat dilarang.
Praktek-praktek semacam ini misalnya .

l. perbuatan yang bersifat bohong atau menyesatkan;

non harga

yang tidak

2. pemyataan menyesatkan mengenai sifat, ciri, standar, atau mutu
suatu barang;

3. pemyataan bohong dalam pemberian hadiah atau potongan
harga;

4. iklan bohong;
5. penjualan produk yang ciisertal Jarui potongan harga apabila

pembeli rnembawa serta calon pembeli lain kepada penjual;
6. penjuaian produk yang tidak memenuhi standar keselamatan

konsumen;
7. penjualan produk yang tidak memenuhi standar informasi

konsumen.
Praktek bisnis yang tidak jujur tersebut akan menimbulkan kerugian
konsumen" Dalam praktek bisnis kerap timbul pemyataan palsu,
yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang sebenamya, yang
menyesatkan (mislead statement) atas suatu produk yang dijual atau
iklan yang membohongi konsumen dengan cara mengungkapkan
hal-hal yang tidak benar (false statement) serta mernpergunakan
opini subyektif yang berlebihan tanpa didukung fakta (puff ry),

Promosi suatu produk melalui iklan erat kaitannya dengan
pelaksanaan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Ikran itu
merupakan sarana informasi dari suatu produk. Dengan demikian
iklan merupakan bagian hak dari konsumen,3 yaltu hak informasi
yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi dan jamrnan suatu produk.
Di sisi lain, iklan merupakan bagian kewajiban dari peraku usaha,
yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur atas kondisi
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dan jaminan produknya, serta memberikan penjelasan tentang peng-
guntuu:r, perbaikan, dan pemeliharaan produk tersebut.

Melalui sarana berbagai media, pelaku usaha menawarkan
segala keunggulan, keistimewaan, serta nilai tambah produk yang
ditawarkan. Pelaku usaha melalui media tersebut saling berlomba
menarik simpati masyarakat terhadap produk yang mereka pasarkan.
Suatu Iklan yang efektif apabila pesannya memperhatikan unsur-
unsur sebagai berikut :

l. pemyataan tujuan pesan jelas;
2. perumusan masalah dengan jelas dan tepat serta singkat;
3. menyebut dalam pemyataan materi dan inh masalah'
4 menyebut kesar-kesan (yang mungkin diperoleh orang

larn dan apabila anjurannya diterirna) akan dilaksanakan.a

Dengan demikian dapat disin:pulkan bahwa iklan adalah
pemberian informasi berupa pesan kepada khalayak ramai sebagai
calon konsurnen mengenai produk yang ditawarkan dengan
mempenga.ruhi atau mendorong calon konsumen untuk membeli
produk tersebut. Dalam kegiatan periklanan terlihat adanya beberapa
unsur, yaitu:

l. produsen, yaitu pemimpin perusahaan atau pengusaha
yang memproduksi suatu produk,

2. konsumen, yaitu pemakai/pembeli suatu produk;
3 produk (barang dan/atau lasa) yang diproduksi dan

dianjurkan pada konsumen agar mau membelinya;
4. massage, yartu pesan-pesan anjuran tentang suatu produk

kepada konsumen;
5. media iklan, yaitu tempat atau waktu yang disewa untuk

mempromosikan suatu produk kepada konsumen. Media
merupakan saluran dari pesan dimana produsen bekerja
sama dengan biro iklan untuk memilih media yang sesuai
untuk menempatkan iklan;

6. effek, yaitu perubahan tingkah laku konsumen dimana ia
menerima anjuran pesan-pesan iklan yang rnengakrbatkan
ia membeli produk.s
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Iklan yang bark adalah iklan yang dapat menarik calon konsumen
untuk membeli produk yang dipromosikan oleh produsen. Kepu-
tusan konsumen untuk membeli produk sejak awal, karena iklan itu
sudah menumbuhkan rasa simpati dan penerimaan terhadap ide
produk tersebut. Sebenamya tujuan iklan itu adalah sebagai pemberi
dan penyebar informasi kepada masyarakat luas tentang keadaan
atau kondisi suatr"r produk. Di samping tujuan iklan sebagai sarana
pemberi dan penyebar informasi, maka iklan juga mempunyai tujuan
larn, yartu antara lain :

l. Untuk menumbuhkan kesadaran
Iklan membantu agar sesuatu dikenal, sebab orang tidak
akan berliubungan dengan hal-hal yang belum perrrah
mereka dengar, atau lebih suka berhubungan dengan hal-
hal yang sudah mereka kenal.
Menumbuhkan/membangun sikap-sikap yang diinginkan
iklan mendorong timbulnya pandangan yang positif
mengenai suatu produk.
Membangun identitas merek.
Iklan membantu menanamkan citra atau ciri-crri tertentu
terhadap suatu produk yang baru diluncurkan.
Memposisikan produk di pasar.
Iklan membantu memposisikan suatu produk dalam suatu
sebuah segmen dan mengidentifikasikan produk dengan
segmen tersebut.
Membujuk
Iklan membuat konsumen tertarik terhadap produk yang
ditawarkan.
Menumbuhkan keinginan, untuk membeli,
Apabila produk yang diiklankan temyata
konsumen, maka konsumen akan memenuhi
untuk memiliki produk tersebut.
Meluncurkan produk baru
Iklan adalah senjata ampuh bagi peluncuran
ke pasar.

Membantu menonjolkan perbedaan
Iklan dapat menonjolkan perbedaan, kelebihan-kelebihan
dari suatu produk. Sebab konsumen hanya akan tertarik

)

J-

4

memikat hati
keinginannya

produk baru
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pada produk yang lain dari pada yang sudah pemah ada.
Iklan harus dapat menyajikan perbedaan, kepribadian yang
unik, kekhi$an yiuig menarik minat serta ciri-ciri yang
memisahkan produk tersebut dari berbagai macam-macam
produk yang lain.6

Sebuah iklan akan merubah perilaku masyarakat dari yang
semula trdak kenal menjadi kenal dengan melihat dan mendengar
informasi yaag disajikan melalui iklan.
Daya tarik yang terdapat dalam iklan tersebut menjadi kekuatan
tersendiri yzrng memang sengaja dibuat oleh pelaku usaha dan/atau
pihak pengiklan agar konsumen mau membeli produknya. Dengan
hadimya ikian-ikian tersebui sebenamya teiah memberikan rna:rfaat
yang cukup besar bagi konsumen sebagai pemakai produk yang
ditawarkan oleh pelaku usaha. Manfaat tersebut antara lain :

1. trklan memperluas altematif bagi konsumen
Dengan adanya iklan, konsumen dapat mengetahui
adanya berbagar produk, yang pada giiirannya menimbul-
kan adanya pilihan.

2. Iklan membantu pelaku usaha menimbulkan kepercayaan
bagi konsumennya.

3. Iklan membuat orang kenal, ingat, dan percaya.'
Disamping memberi manfaat, namun iklan juga dapat

menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan masyarakat. Hal ini
dapat dibuktikan dengan makin banyaknya penyalahgunaan pema-
saran produk melalui iklan. Banyak iklan yang menjerumuskan dan
merangsang para remaja mulai merokok. Pengiklan lebih bersifat
emosional, artinya yang dirangsarlg adalah emosi konsumen untuk
membeli. Tanpa melihat daya beli serra uang yang dimiliki dan
orang yang emosional akan cepat memufuskan, bahwa ia membu-
tuhkan produk tersebut yang mungkin belum dibutuhkan atau belum
wakt:nya untuk rnemiliki. Apabila iklan disajikan tidak rnenggam-
barkan kondisi produk sebagaimana adanya atau hanya menjual
"mimpi", menggelitik emosi dan gengsi serta penyampaiannyapun
dilakukan secara atraktif dan tendensius, maka sangat merugrkan
konsumen. Dampak negatif yang timbul dari iklan yang tidak benar
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dan tidak bertanggungjawab, tidak hanya menimbulkan kerugran
materiil bagi konsumen melainkan juga dapat berpengaruh terhadap
kesehatan, keamanan jiwa dan raga, bahkan adanya perubahan pola
hidup masyarakat yang cemderung konsumtif

Sementara itu, pelaku usaha periklanan dalam melakukan
usahanya bukan hanya berlandaskan pada unsur "bisnis" saj4 tetapi
juga mengandung unsur "kreativitas". Dengan menggunakan krea-
tivrtas ini, pelaku usaha periklanan dalam mendisarn iklan mem-
perhatikan etika bisnis periklanan.s

Dari uraian tersebut dapat diajukan permasalahan:
l. Bagaramana kedudukan etika bisnis periklanan dalam mencip-

takan iklan yang benar dan bertanggung;awab?
2. Apakah iklan yang tidak benar dan tidak bertanggung lawab bisa

dikatakan dapat menimbulkan tuntutan hak bagi konsumen
(sengketa konsumen) ?

2. Pembahasan

b. Etika Bisnis Periklanan Sebagai Upaya Preventif Melin-
dungi Konsurnen Dari lklan Yang Tidak Benar Dan Tidak
Bertanggungiawab.

Pelaku usaha yang mendudukkan laba sebagai panglima
tidak dapat dipertanggungawabkan. Yang dikehendaki adalah
mencari lab4 namun tidak boleh meninggalkan tanggungjawab
sosial. Menurut Harsono, perilaku pelaku usaha yang dipenga-
ruhi oleh kekuatan dan tekanan ekstemal dalam memutuskan
sesuatu dipandu oleh hal-hal sebagai berikut :

l. Tujuanyang hendak dicapai
Perilaku bisnis guna mencapar tujuannya memper-
timbangkan nilai yang dipercayar sebagai seseuatu
yang patut dipertirnbangkan

2. Pedoman yang harus dipatuhi dan berasal dari luar
perusahaan yaitu kaidah hukum. Perilaku bisnis
berpedoman pada kardah hukum, serta beranggapan
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bahwa setiap keputusan bisnis yang jelas-jelas
menyimpang dari kardah hukum yang berlaku akan
mengandung unsur melawan hukum.

3. Pedoman yang dibuat dengan sesama pelaku bisnis
dalam bentuk perjanjian. Perilaku bisnis berpedoman
pada kesepakatan bersam4 sehingga merupakan
suatu kewajiban diikuti oleh yang terikat.

4. Pedoman yang didasari oleh kepatutan
Pedoman berperilaku pada kelompok ini antara lain :

falsafah perusaha;ur, budaya perusahaan, kode etik
perusahaan, dan etika bisnis.e

Kode etik profesi Can etika bisnis ini Cilakukan oleh
kalangan bisnis atau profesi dalam bentuk self-regulation. Pelak-
san,uul self-regulation ini berkaitan erat dengan kehendaklcita-cita
mereka untuk menjaga "citra usaha dan profesi" mereka.l0 ,Sef
regulation berarti "suafu rangkaian prinsip tentang trngkah laku atau
perilaku kalangan bisnis atau profesi tertentu, yang ditetapkan
sendiri oleh mereka dan berlaku bagi kalangan mereka sendiri dalam
hubungannya dengan pihak-pihak lain".lt Salah satu self regulation
itu adalah Tata Krama Dan Tata Cara Periklanan Indonesi4 yang
pada pokoknya merupakan etika bisnis yang berlaku di kalangan
bisnis atau profesi periklanan.

Etika bisnis atau profesi terkait dengan rnoralitas, yang
diartikan sebagai perbuatan bark dan buruk dalam kegiatan bisnis
atau profesi. Etika bisnis atau profesi ini menyentuh aspek individu
dan aturan sosial. Etika bisnis atau profesi ramai dibicarakan paling
tidak ada 2 hal yang mendorong, yaitu : l. mereka yang terlibat
langsung dalam bisnis atau profesi tersebut seringkali dirugikan oleh
pelaku lainnya dalam bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, dan
2. perkembangan praktek bisnis atau profesi cenderung makin
menjauhi tanggungjawab sosial. 

12

Etika bisnis pada prinsipnya merupakan penerapan prinsip
etika pada umunmya. Tuntutan pokok etika bisnis adalah kejujuran.
Kejujuran adalah pangkal kepercayaan, dimana kepercayaan itu
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merupakan dasar hubungan bisnis Keju.yuran harus terungkap dalam
hubungan bisnis, dalam hal ini hubungan antara peiaku usaha
periklanan dan pelaku usaha pengiklan.
Dengan demikian, pada dasamya prinsip-prinsip etika bisnis itu
paling tidak meliputi:

1. Otonomi, yartu sikap dan kemampuan untuk bertindak ber_
dasarkan apa yang dianggapnya baik dilakukan (secara
bebas dengan tanggung jawab).

2 Kelujuran merupakan wujud dalam aspek antara larn :

a. menuntut agar pelaku usaha untuk memenuhi hak dan
kewajiban sesuai perjanjian dengan pihak larn;

b. penawaran prociuk (bara.ng <iarujasa) dengan mutu
yang baik, dan

c. pola hubungan kerja di dalam perusahaan.
3. Terlaksananya kejujuran membawa akibat

kepercayaan.
timbulnya

4. Keadilan, yartu menuntut perlakuan yang sama terhadap
orang lain yang sesuai dengan haknya.

5. Prinsip bahwa memperlakukan pihak lain secara tidak etis
sama a:'tinya dengan hdak mempunyai rasa hormat kepada
diri sendiri 13

Permasaiahan sekarang bagaimana kekuatan berraku dan
mengikahrya etika bisnis periklanan terha<iap para pelaku usaha
bisnis periklanan yang menjadi anggota asosiasi bisrus periklanan ?
Menurut Az. Nasution, dengan adanya self-regulation maka para
pelaku usaha (periklanan) berada dibawah 2 bentuk pengaturan dan
pengaw,asan, yaitu: "Pertama, dikendalikan oleh hukum yang ber-
14u dan drterapkan oleh pejabat yang berwenang, dan Kedua,
dikenrlalikan oleh self-regulation kalangan usaha atau profesi
Apakah ada perbedaan antara hukum dan etika? Apakah struktur
ncrmatif bahasa hukum mirip dengan bahasa ehka. Hal ini dir.in;uk-
kan oieh penggun&m secara umum mengenai "apa seharusnya" dan
"kewajiban". Nampaknya seseorang membuka di.ir,yu sendr. bagi
permintaan untuk memenuhi suatu kewajiban moial berdasarkan
pertimbangan sendiri, sedangkan kewajiban hukum yang lebih
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banyak tergantung dari kekuasaan pemerintah, bukan pada
pertimbangan sendiri. Etika memusatkan pada individu dari pada
masyarakat. Orang bebas menerima atau menolak kewajiban-
kewajiban yang timbul dari etika. Berbeda dengan kewajiban hukum
diawasi pelaksanaannya dengan sesuatu kekuatan. Jika aturan
hukum dilanggar, maka sanksi yang efektrf mungkin berupa tekanan
dari masyarakatnya. Kesan yang nampak membedakan antara hu-
kum dan etika adalah bahwa hukum menciptakan beberapa kewa-
jiban dan__ hak, sedangkan etika hanya dapat menciptakan
kewajiban.ls

Pentaatan etrka bisnis periklanan oleh pelaku usaha periklan-
an bergantung pada sampai sejauh mana periiaku pelaku usaha
periklanan itu dilandasi oleh sikap etrs dalam pergaulan dunia bisnis
periklanan. Sikap etis ini akan mengendalikan pelaku usaha per-
iklanan berdasarkan prinsip-prinsip yang diietakkan oleh etika bisnis
periklanan. Menarik sekali yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo"
bahwa pengetahuan tentang hukum tidaklah selalu sama dengan
penghormatan terhadap hukum. Pengetahuan tentang hukum
hanyalah merupakan satu aspek saja, sedangkan pola perilaku yang
didukung pertirnbangan etis merupakan aspek yang lain lagi.r6
Selanjutnya beliau mengatakan : Orang bisa menghormati hukum
tanpa memerlukan pengetahuan hukum secara rinci. Sebaliknya
memiliki pengetahuan hukum yang baik belum merupakan jaminan
yang bersangkutan penghormatan yang tinggi kepada hukum.
Hukum telah mernisahkan diri dari rangkuman buday4 etika dan
moral.lT

a. Barangkali upaya untuk menimbulkan dan menegakkan
etika bisnis penklanan akan lebih penting sebelum berbicara
tentang hukum. Etika bisnis periklanan menempatkan posisi
sebagai upaya preventif terhadap praktek iklan yang tidak
benar dan tidak bertanggungjawab. peranan asosiasi bisnis
periklanan sangatlah besar dalam menumbuhkan dan
menegakkan etika bisnis penklanan.
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b. Kedudukan lklan Dalam Transaksi Konsumen Serta
Kemungkinan Timbulnya Sengketa konsumen

Setiap hari jutaan unit produk (barang dan/atau jasa) beralih
tangan dari seseorang kepada orang lainnya. Tujuan peralihan
produk tersebut dapat berupa kepemilikan atau dapat berupa untuk
penikmatan untuk mencapai suatu sasaran komersial atau non-
komersil. Peralihan tersebut dapat terjadi karena suatu kesepakatan
penyerahan barang atau penyelenggarakan sesuatu bentuk jasa oleh
satu pihak. Penyerahan tersebut berdasarkan istilah hukum disebut
transaksi. Berbagai transaksi barang/jasa ini dapat menimbulkan
masalah bagi para pihak, sepertr penyerahan barang/.,asa yang tidak
tepat waktu, barang/jasa cacat atau tidak sesuai dengan mutu atau
sebaliknya prhak larn tidak melakukan kewajiban pembayaran atalr
pembayaran tidak tepat waktu. Konsumen dalam arti luas rneliputi
konsumen akhir dan konsumen antara. Ruang lingkup perlindungan
konsumen ini hanya ditujukan kepada konsumen akhir sebagaimana
dratur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang per-
lindungan Konsumen (selanjutnya ditulis undang-undang perlin-
dungan Konsurnen). Secara normatif, pasal I angka Z llndang-
Undang Perlindungan Konsumen menyatakan : "Konsumen ialah
setiap orang pemakar barang atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarg4 orang lain
maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan".
Pemakai disini diartikan sebagai konsumen akhir (penjelasan pasal l
angka 2 undang-LJndang Perlindungan Konsumen). Konsumen
memang tidak sekedar pembeli, melainkan semua orang (orang
perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau
jasa Jadi disini terjadi 'suatu transaksi konsumen q"onuu^u,
transaction) berupa peralihan barang dan/atau jasa termasuk pera-
lihan kenikmatan dalam menggunakannya.ts yang dimaksud dengan
"transaksi konsumen" adalah "prcses terjadinya peralihan pemilikan
atau penikrnatan' barang atau jasa. gari penyedia barang atau
penyelenggara jasa kepada konsumen". re
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Transaksi konsumen dalam konsep hukum merupakan
hubungan hukum yang melibatkan 2 subyek hukum, yaitu konsumen
dan pelaku usaha. Dalam hubungan hukum ini masing-masing pihak
memiliki hak dan dibebani kewajiban. Bentuk hubungan hukum ini
berupa peryanjian. Dalam praktek tahap-tahap perjanjian seperti
halnya dalam transaksi konsumen ini meliputr :

a. Tahap pra kontrak
Pada tahap ini konsumen masih mencari keterangan
mengenai di mana barang dan/atau jasa yang dibutuhkan
itu diperoleh, berapa harganya dan apa pula syarat-syarat
yang harus drpenuhi, serta pertimbangan fasilitas atau
kondisi dari transaksi yarg diirrginkarr. Tahap infc,rmasi
harus benar cian bertanggungjawab. "Putusan pilihan yang
benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan
(informed choice'1, sangat tergantung pada kebenaran dan
bertanggunglawabnya informasi yang disediakan oleh
pihak-pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa
konsumen".2o

Informasi melalui iklan yang benar dan bertang-
gungjawab akan rnemberikan dampak positif bagi kon-
sumen dalam menentukan pilihan produk. Sebaliknya,
apabila iklan tidak benar (tidak jujur) dan trdak bertang-
gungjawab akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi
konsumen. Menurut Az Nasution, didalam menghadapi
praktek iklan yang tidak benar dan hdak bertang-
gungjawab ini drhadapkan pada situasi dimana penga-
wasan iklan masih merupakan dilema. Tidak adanya
Undang-Undang Periklanan serta lemahnya pembinaan
dan pengawasan adminisffatif atas periklanan yang trdak
benar dan bertanggungjawab merupakan salah satu
penyebabnya.2l

b. Tahap Kontrak
Pada tahap rni telah teqadi transaksi konsumen.
Dalam tahap ini telah terjadi pelaksanaan hak dan
kewajiban diantara konsumen dan pelaku usaha.
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c. Tahap pasca kontrak
Pada tahap ini transaksi konsurnen telah dilaksanakan
Rasa puas atau kecewa yang berkenaan dengan transaksi
bisa diketahui pada tahap ini. Kalau konsumen merasa
puas, maka untuk selanjutnya ia setia, artinya tidak
beralih dari merek barang atau jasa tersebut,sehingga
pelaku usaha dapat mempertahankan langganannya Dari
sudut ini dapat dikatakan "sesungguhnya salah satu iklan
yang paling menjamin kemantapan pemasaran produk
barang atau jasa tertentu adalah jaminan pada mutu
produk dan layanan wajar atau sempuma dari perusahaan
-^-^ -L--.r, 22tPt\Prtrrt

Ketidakpuasan konsurnen yang umumnya hmbul
pada tahap pasca kontrak ini dapat menrmbulkan sengketa
konsumen, baik yang berupa gugat perdata maupun tun-
tutan pidana. Sengketa konsumen ini bisa timbul karena
praktek iklan yang tidak benar dan tidak bertanggung-
jawab, yaitu penggunzran iklan: 1. mengemukakan hal-hal
yang trdak benar (false statement),2. mengemukakan hal-
hal yang menyesatkan atau trdak proporsionai (mistead
statement), dan 3, Menggunakan opini subyektif yang
berlebihan tanpa didukung fakta (pufery) praktek yang
demikian ini melanggar etik bisnis periklanan yang
mendorong campur tangan instrumen hukum. Apa lagi
kalau iklan yang tidak benar dan tidak bertanggungawab
ini bisa menimbulkan kerugian materiil, gangguan atas
kesehatan dan keselamatan tubuh dar/atau jasa jiwa tentu
harus dimintakan pertanggungiawaban hukum.
Masalah pertanggungjawaban hukum ini muncul dalam
hal:
f . informasr produk melalui iklan yang tidak benar dan

tidak bertangg'ungjawab (terja.di pengelabuhan terha-
dap konsumen).

2. Kreativitas pelaku usaha periklanan temyata berten-
tangan dengan prinsip etrka bisnis periklanan.
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Contoh iklan yang bertentangan dengan prinsip etika
bisnis periklanan, karena iklan ini bisa dimulai tidak
sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan yaitu materi iklan
perumahan yang menjelaskan lokasi perumahan dalam
menginformasrkan jarak dengan menggunakan indikator
waktu.
Hal ini disebabkan:
l. penggunaan indikator waktu untuk menginformasikan

jarak dalam iklan perumahan tidak rnemenuhi pedoman
baku, dimana satuan baku untuk jarak adalah meter,
bukan menit.

2. Penggunaan indikator waktu untuk rnenginforrnasikan
jarak ini bersifat kondisional, misalnya diluar jam sibuk,
kondisi jalan normal (tidak macet), atau pada hari libur,
sehingga dapat dianggap menyembunyikan informasi
karena iklan perumahan itu tidak eksplisit mencan-
tumkan klaim iklan itu berlaku untuk kondisi-kondisi
tertentu.23

Contoh lain tentang iklan yang eksploitasi anak tentu
bertentangan dengan prinsip etika bisnis periklanan, yang
secara umum dikatakan : iklan yang drtujukan atau mungkin
melibatkan anak-anak tidak boleh menampilkan dalam ben-
tuk apapun hal-hal yang dianggap dapat mengganggu dan
merusak jasmani dan rohani mereka, mengambil manfaat
atas kernudahpercayaal kekurangpengalaman, atau kepo-
losan hati mereka.
Kehadiran anak dalam iklan lebih parah pada saat anak
berperan sebagai penyampai pesan bagi produk non anak,
seperti iklan mobil Mobil yang jelas bukan konsumsi anak-
anak justru menonjolkan anak dalam iklannya. Demikian
juga, komentar seorang anak terhadap suatu produk yang
bukan produk yang dikonsumsi anak-anak.2a
Menarik untuk dikaji mengenai gugatan 34 konsumen

melawan PT Kentanix Supra Internasional (PT KSI) dalam masalatr
iklan "fasilitas pemancingan dan rekreasi". PT KSI selaku
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pengembang menjanjikan dalam brosumya adanya fasilitas peman-
cingan dan rekreasi sehingga konsumen membeli rumah didekat
lokasi f'asilitas itu. Ternyata setelah konsumen melakukan akad
kredit dan menempati rumahnya dilokasi tersebut telah dibangtin
rumah-rumah baru. Para penggugat (konsumen) menilar pr KSI
melakukan wanprestasi dengair dalil bahwa 6ooru, merupakan
bagian dari perjanjian pengikatan juar-beli (ppJB) antara konsumen
dan pengembang. Sebaliknya, tergugat mendalilkan bahwa apa yang
dinyatakan dalam brosur hanya sekedar .,pengumuman", d;
karenanya bukan merupakan apa yang daanji[an-tergugat kepada
konsumen. Gugatan konsumen ini ditolak p"nguaii* tanpa
pemmbangan seja'uhmana kekuatan mengrkat broiur i".*u hukum
sebaliknya konsumen di hukum untuk membayar ganti-rugi sebesar
Rp 34 juta karena dianggap mencemarkan narna ba,t pengembang.
(Putusan Pengadilan Negerr Jakarta Timur tanggal 6 A[ril 1991
No.237l?dt G/PN Jak Tim, yang kemudian Jkuatkan drtrngkat
bandmg Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 pebruari
1994 Nomor 496lPdt/1993/pT DKI)

Pada tingkat kasasi, putusan Sudexfacti dibatalkan melalui
putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Aprll 1997 Nomor 3l3g
K/Pdt/l994. Meskipun menurut MA, dasar gugatan para penggugaV
konsurnen adalah brosur, gugatan itu drtorak t*"nu kerugian para
penggugat tidak terbukti. Namun ini tidak berarti gugatan
rekonvensi dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum, dan
tergugat (pengernbbng) dikaburkan. Menurut MA, pemberitaan di
media masa tentang kekecewaan para konsumen trdak dapat
dr.;adikan alasan untuk menuntut kerugian, karena pemberitaan itu
sendiri bersumber idari tergugat (pengembang) itu sendiri dalam
bentuk promosr yang berlebihan.

Kasus iklan perumahan tersebut, akan sangat mempengaruhi
perilaku konsumen yang akan menuntut ganti-rugilerupa ketaliutan,
karena konsumen harus menghadapi gugutun uatit< yang seringkali
trdak mengunt*ngkan bagi konsumen Fersoar* iti*-p.*.aha,
tersebut dapat dikaji berdasarkan hukum perikatan dengan
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mempertanyakan: apakah brosur perumahan itu mengikat secara
hukum ?

Perjanjian itu lahir dari penawaran yang diikuti akseptasi"
Penawaran dapat dirumuskan sebagai pemyataan kehendak yang
mengadung usul untuk mengadakan peryanjian Usul ini mencakup
esensialia perjanjian yang akan ditutup. Penawaran harus mengan-
dung esensialia peqanjian yang akan ditutup dimaksudkan di dalam
peryanjian tidak harus dicantumkan hak dan kewajiban kontraktual
dan harus terdapat kepastian tentang unsur-unsur pokok per.lanjian
yang akan dibuat. Hak dan kewajiban tambahan tidak usah
dimasukkan dalam penawaran. Jika mengenai ini tidak dipequUian
lain, maka hak dan ke'*,'ajiban tar-nbahai-, it-i timbul berdasarkan
aturan-aturan pelengkap, syarat-syarat yang biasanya berlaku (lihat
pasal 1347 B.W.), kebiasaan dan kepatutan (lihat pasal 1339 B W )
Pernyataan kehendak yang akan berfungsi selaku penawaran untuk
menutup peqanjian jual-beli harus mengemukakan secara jelas
tentang barang dan harga (essensialia jual-beli; lihat pasal 1450
B W ). Kalau kejelasan tentang satu atau lebih unsur-unsur rni tidak
ad4 maka pemyataan demikian tidak berlaku sebagai penawaran
dan kita berurusan dengan undangan untuk melakukan penawaran"2s

Oleh karena itu informasi melalui brosur/iklan itu yang
berupa janji-janji dapat dikatakan bukan sebagar penawaran, melain-
kan sebagai undangan untuk melakukan penawaran, sehingga tidak
dapat dikatakan teqadi wanprestasi kalau pelaku usaha tidak
melaksanakannya.

3. Penutup

Simpulan
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan :

1" Praktek iklan yang tidak benar dan tidak bertanggungjawab
merupakan trndakan mengelabuhi konsumen. pelaku usaha
penklanan menghadapi 2 bentuk pengaturan dan penga-
wasan, yaiat self regulation berupa etika bisnis periklanan
dan hukum yang berlaku. Etika bisnis periklanan hanya
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mempunyai fungsi sebagai sarana preventif untuk mengen-
dalikan pelaku usaha periklanan. Asosiasi bisnis yang
mempunyai peranan dalam menumbuhkan dan menegakkan
etika bisnis periklanan.

2. Di dalam transaksi konsumen, khususnya pada
kontrak, iklan merupakan salah satu daya tarik
konsumen untuk menjatuhkan pilihannya. Konsumen dapat
mengalami kerugian baik dalam bentuk materiil maupun
dalam bentuk inrnateriil apabila kerugian itu timbul karena
akibat iklan yang tidak benar dan tidak bertanggungyawab.
Dengan demikian dapat menimbulkan sengketa konsumen.
Akan tetapi, jariji-jariji pelaku usaha yang tercantum dalam
rnformasr melalui rklan hdak dapat menimbulkan sengketa
konsumen bsdrcakm raapestasL kalau lanji-.yan;r ltu bukan
mempakan penawaran melainkan hanya sebagar undangan
untuk melakukan penawaran.

Catatan.
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